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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat sesuai dengan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
setiap Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);

b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan
administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
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1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968
Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999
Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47,
TLNRI Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI
Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (LNRI Nomor 126 Tahun
2004, TLNRI Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244,
TLNRI Nomor 4578), sebagimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58,
TLNRI Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang  Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 66
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang
tercantum dalam Lampiran adalah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan ini, Tim Penyusunan LAKIP diberi tugas untuk :

a. mengumpulkan, memeriksa dan mengolah data capaian
kinerja hasil monev dalam rangka pemenuhan bahan
data penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

b. menyusun dan melakukan reviu atas capaian kinerja
dalam rangka meyakinkan keandalan keadaan
informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
kinerja.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Purwakarta
pada tanggal : 30 Januari 2025

A BAPPERIDA
RWAKARTA,

L ‘-{ HERLINA
R AMRRIEA01 199501 2 003

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;

2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;

4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.



LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG
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III.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
800.1.11.1/15/BAPPELITBANGDA/1/2024

30 JANUARI 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Ketua

Sekretaris

Anggota

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Purwakarta

Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

1. Kasubbag Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta;

2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada
Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta,;

3. Perencana Ahli Muda pada Bidang Sarana
dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta,;

4. Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi
dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta;

5. Perencana Ahli Muda pada Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta;

6. Perencana Ahli Muda pada Bidang
Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta;

7. Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian,
Pengembangan dan  Pelaporan Badan
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Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta;

Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta;

. Pengelola Bahan Perencana pada Sekretariat

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta.




